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ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI DAN KEGUNAAN UJI LABOLATORIUM
FORENSIK AIR LIUR PADA TUBUH KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor : 15/ PID/ 2017/ PT BTN)

Oleh
Bagas Dewantara

Memecahkan kasus tindak pidana penyidik kepolisian diberikan wewenang untuk
melakukan meyelidik dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang
bukti. penyidik dalam melakukan penyelidikan dibantu oleh ahli terutama ahli
forensik agar dapat menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan forensik
maka permasalahan yang diambil dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah fungsi
uji labolatorium forensik air liur pada tubuh korban tindak pidana pembunuhan
dan pemerkosaan dan Faktor penghambat dalam uji labolatorium forensik air liur
pada tubuh korban tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif
dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data
sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah wawancara dengan
narasumber. Hasil wawancara responden kemudian diolah dan dianalisis secara
kualitatif dengan mengambil kesimpulan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa ilmu
kedokteran forensik air liur berperan penting dalam proses penyidikan pada kasus
putusan no : 15/P1D/2017/PT BTN barang bukti berupa uji labolatorium forensik
air liur yang digunakan sesuai dengan pasal 184 KUHAP vyaitu keterangan ahli.
penghambatnya adalah faktor hukum dan penegak hukum yang masih kurang
paham pentingnya ilmu kedokteran forensik, kemudian faktor sarana dan
prasarana yang masih kurang memadai yaitu dikarenakan kurangnya fasilitas
labolatorium forensik yang ada .Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
penulis, maka perlu diberikan saran dalam skripsi ini, yaitu kepolisian dan dokter
selaku penyidik untuk saling berkolaborasi dengan baik menambah sumber daya
manusia dan sarana prasarana agar tercapainya suatu keadilan bagi masyarakat

Kata Kunci: lImu Kedokteran Forensik, Air liur, Pembunuhan,
Pemerkosaan



ANALISIS FUNGSI DAN KEGUNAAN UJI LABOLATORIUM
FORENSIK AIR LIUR PADA TUBUH KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor : 15/ PID/ 2017/ PT BTN)

Oleh
BAGAS DEWANTARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019



Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI DAN KEGUNAAN UJI
LABORATORIUM FORENSIK AIR LIUR PADA
TUBUH KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomeor : 15/PID/2017/PT BPN)

Nama Mahasiswa : (Bagas Dewantara

No. Pokok Mahasiswa : 1442011066

Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

e

Tri Andrisman, S.H., M.H. Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023 NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagi Pidana

19610406 198903 1 003



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

N 'Frof ﬁr. Maroni, S.H., M.Hum.
e W 19600310 198703 l 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2019

........................




PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama  : Bagas Dewantara
NPM : 1412011066
Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Fungsi Dan
Kegunaaan Uji Labolatorium Forensik Air Liur Pada Tubuh Korban Tindak
Pidana  Pembunuhan Dan pemerkosaan (Studi Putusan Nomor:
15/PID/2017/PTBTN)” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung

dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bagas Dewantara
NPM 1412011066

vi



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Bagas Dewantara dan dilahirkan di
Cianjur pada tanggal 26 Maret 1995. Penulis merupakan anak
pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Aji prakoso dan

Ibu Ela Meliawati.

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-Kanak TK Muhammadiyah Metro
pada Tahun 2002 dan pada Tahun 2008 penulis masuk di SD Negeri 2 mojopahit
Lampung tangah. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama di SMP Negeri 2 Punggur Lampung Tengah pada Tahun 2011 dan
menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Punggur Lampung

Tengah pada Tahun 2014,

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun
2014 melalui jalur SBMPTN. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) selama 40 hari di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan |,
Kabupaten Lampung Tengah pada periode | Tahun 2017.Selama menjadi mahasiswa,
penulis bergabung sebagai anggota di organisasi himpunan mahasiswa pidana. Kemudian
pada Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum Universitas Lampung

vii



MOTO

“Banyak orang gagal karena mereka tidak memahami usaha
yang diperlukan untuk menjadi sukses.”

(Yukino Yukinoshita — Oregairu)

“kemampuan tidak ada artinya tanpa kesempatan.”
(Napoleon Bonaparte)

“kesuksesan adalah seberapa tinggi anda mampu melompat
ketika terpuruk di jurang kegagalan.”
(George S. Patton)

viii



PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku

persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak (Aji Prakoso) dan Mama (Ela Meliawati) yang selalu
mencintaiku, membimbingku dan mengasihiku dalam segala kekurangan yang ku miliki.
Tak ada di dunia ini yang kucintai melebihi kalian dan Tuhan YME. Kasihmu
membangun keinginanku untuk selalu berjuang dan terus maju.syukur ku ucapkan kepada
kalian karena telah memberikan dukungan moril atau pun materil juga terima kasih atas
doa yg mengalir kepada ku sehingga aku mendapatkan gelar sarjana ini.terima kasih

bapak dan ibu kalian adalah penyemangat,kebahagiaan dan sumber inspirasiku.



SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan
judul “Analisis Fungsi Dan Kegunaaan Uji Labolatorium Forensik Air Liur
Pada Tubuh Korban Tindak Pidana Pembunuhan Dan pemerkosaan (Studi
Putusan Nomor: 15/PID/2017/PTBTN)” sebagai salah satu syarat mencapai

gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan,

bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis

mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung.

2. Bapak, Eko Rahardjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. lbu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing | yang telah

banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh



10.

11.

12.

luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan
skripsi ini.

Ibu Firganefi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Il yang telah banyak
memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa
dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas | yang telah
memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.

Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Il yang telah
memberikan waktu, masukan, kritikan dan saran selama penulisan skripsi ini.
Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum selaku Pembimbing
Akademik vyang telah memberikan nasehat dan bantuannya serta
bimbingannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum
Universitas Lampung.

Bapak Dr.M. Faizal Zulkarnain, Sp.KF, MH.Kes selaku kepala Rumah Sakit
Bhayangkara Provinsi Lampung yang telah bersedia membantu memberikan
bantuan kepada penulis, memberikan arahan, masukan serta saran selama
penulisan skripsi ini.

Ibu Dewi Kepala Bagian Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Provinsi
Lampung yang memberikan Informasi penelitian dan membantu dalam proses
penelitian untuk penyusunan skripsi ini.

Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung
Terutama Bu Asmawati, Bude Siti dan Mas ljal terimakasih atas bantuannya

selama ini.

Xi



13.

14.

15.

16.

17.

Teristimewa pula kepada Adik-Adik ku Rangga Surya Saputra dan Raditya
Satria Utama yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, semangat dan
menjadi motivasi keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun
kedepannya.

Teristimewa pula kepada Tante Rini Arwita, Om Nusawan Dan Oca yang
telah membantu agar skripsi ini berjalan lancar dan selesai Terima Kasih atas
Bantuanya.

Sahabat Kosdet Abdul Fatah, S.H., Abram Yossi Ginting, S.H., Achmad
Nazir, S.H., Aditya Pratama, S.H., Ahmad Ridho Syhab S.H., Alvin Viko,
Ambar Pujotomo, S.H., Ari Setia Bekti, Arliwaman, S.H., Aryanto Sofyan,
S.H., Aulia Imanullah, S.H., Benny Rachmansyah, S.H., Bibid Widayntoro,
S.H., Credho Dillaro,S.H., Dendi Firnando, Fariz Zakirfan, S.H., M. Igbal
Hasan S.H., dan serta seluruh elemen sahabat yang tidak membantu penulis
namun selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan meberi pinjaman
disaat membutuhkan.

Kawan-kawan seperjuangan Emaknila Ramanda Nicolas, Defri Agustian,
Juniko Dwi Cahyo, Riski Firmanto, Irfan Dwikinanda, Faiz Rabbani, dan
seluruh Anak Emaknila yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
Saudara-saudari KKN Kampung Lempuyang Bandar, Bagus, Mayhendra,
Santika Utami, Zahra Zafira , Vidya Putri Kemla, terimakasih atas 40 hari
yang penuh kenangan,canda tawa dan kebahagiaan serta drama-drama kkn

yang sangat membekas tak akan terlupakan. Terimakasih

xii



18. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang
telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi
orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak
yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan
skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan
banyak terima kasih.

19. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam
penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis

mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah
diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk
menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis

khususnya.

Bandar Lampung, 24 Juli 2019
Penulis

Bagas Dewantara

Xiii



DAFTAR ISI

Halaman
L0 @ Yl o SRS i
ABSTRAK i
HALAMAN JUDUL ..ottt st nnae s iii
HALAMAN PERSETUIJUAN ...ttt nnne s iv
HALAMAN PENGESAHAN ...ttt v
LEMBAR PERNYATAAN ...ttt e e st e st st nnne s Vi
RIWAYAT HIDUP ...ttt st et s vii
PERSEMBAHAN ..ottt Vviil
IMIOTO ettt b e bt e ettt e et e e be e s be e bbeenbeenbe e iX
SANWACANA et sb e e sabe e s be e e s beeenaee s X
[ A o ] S STRR \
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Permasalahan dan Ruang LingKup...........cccocveviiieieiie e, 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............ccccooveviiciieie e 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual............cccoooveiiiiiiiiiiiiiieen, 8
E. Sistematika Penulisan ...........cccooviiiiieiiiieseee e 11

Il. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Visum At Repertum dan Kedokteran Kehakiman ............ 13
B. Serologis FOrenSik .........ccceiiiiiiiiiiciic e 17
C. Teknik Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.............ccccccevennne. 19
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana..........ccccceoveieniiencienenceeeeeen 25
E. Pembununan...........ccoiiii i 27
F. Tindak Pidana Pemerkosaan ..........ccccoveiiineniiiiiniieic e 31

Xiv



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah............ccccooiiiiiiiin i 38
B. Sumber dan Jenis Data...........cccoceiiiiiiiininee e 39
C. Penentuan NaraSUMBbET .........cccoeiiiiriniiisiseeeee e 40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .............cc.ccoeveviienennn. 41
E. ANALSIS DAL ...c.eiiiiiieiieie e 42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi uji labolatorium forensik air liur pada tubuh korban tindak
pidana pembunuhan dan pemerkosaan (Studi atas Putusan Nomor :
15/PID/2017/PT BTN .oiuiieiiiieiieieie e 43

B. Faktor-Faktor penghambat dalam uji labolatorium forensik air
liur pada tubuh korban tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan

(Studi atas Putusan Nomor : 15/P1D/2017/PT BTN).......ccccvvevvvennnn. 64

V. PENUTUP
AL SIMPUIAN oo e 73
B. SAIAN e 74

DAFTAR PUSTAKA

XV



|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, alat utama dalam investigasi kasus forensik adalah observasi dan
interpretasi dari bukti fisik. Dalam pertengahan akhir dari abad 19, ilmu
pengetahuan diterapkan dalam memajukan sikap dari investigasi suatu kasus, dan
hal ini telah meningkatkan validitas dari kesimpulan yang diambil dari investigasi
oleh pihak yang bertanggung jawab. Beberapa usaha telah diberlakukan dalam
upaya untuk mengorganisir area khusus dimana aparat kepolisian memproses
bukti — bukti yang ada. Pihak investigator secara individual memperoleh
informasi saintifik dari labolatorium kimia atau pharmakologis, yang mempunyai
pengetahuan sains dan instrument teknis yaitu mikroskop. Pihak penegak hukum
harus menemukan sumber daya tersebut dan memberikan adanya bukti untuk
diproses oleh institusi tersebut. Dalam beberapa kasus, laboratorium saintifik

dalam organisasi kepolisian telah berkembang dari hanya fungsi identifikasi saja.

Biro identifikasi telah berkembang dikarenakan jumlah criminal yang meningkat
dengan meningkatnya populasi. Pihak penegak hukum tidak bisa bergantung pada
aparat kepolisian yang lihai yang mengetahui para penjahat dan geng mereka
dengan sangat baik yang mereka dapat mengidentifikasi mereka dengan tepat

dengan hanya melihat hasil perbuatan yang terlibat dalam kasus tertentu. Pada



awalnya, biro identifikasi menggunakan metode identifikasi Bertillon yang
berbasis pada pengukuran antropologis yang didukung oleh dokumentasi
potografis. Teknik Bertillon kemudian diganti oleh teknik sidik jari yang lebih

akurat.

Proses dari sidik jari kemudian digabungkan dengan tanggung jawab dalam
penanganan bukti fisik yaitu noda biologis, rambut, tanah, dan material lain yang
tertinggal di dalam adegan kejahatan Seiring dengan pesatnya perkembangan
bidang ilmu biologi molekuler (imunologi dan genetik) belakangan ini,
pemanfaatan bidang ilmu ini dalam proses peradilan meningkat dengan sangat
pesat. Baik darah maupun cairan tubuh lainnya paling sering digunakan / diterima

sebagai bukti fisik dalam tindak kejahatan. *

Seseorang dinyatakan melanggar hukum oleh pengadilan dalam hal ini melanggar
hukum pidana oleh kejaksaan. Sebelumnya pernah diadili oleh pengadilan, Orang
tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan “asas praduga tak
bersalah” untuk membuktikan bahwa terdakwa maka pengadilan memerlukan alat
bukti agar dapat membuktikan terdakwa terbukti secara hukum melakukan tindak
pidana. Oleh karena itu pembunuhan dan pemerkosaan termasuk dalam tindak
pidana yang dimana tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan
dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan
dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

L William G. Eckert, Introduction To Forensic Science, Second Edition, New York: Elsevier,
1992, him.1.



perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai

kesalahan yang dilakukan.?

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno
mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana.

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan
erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan

orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian
yang ditimbulkan olehnya”. 3

Pasal 183 KUHAP menjelaskan “bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” oleh karena itu dibutuhkan
barang bukti yang valid yang menunjukan bahwa pelaku tersebut melakukan

tindak pidana.

Menurut Pasal 184 KUHAP bahwa salah satu barang bukti yang sah adalah

keterangan ahli yang dapat dijadikan acuan hakim dalam mempertimbangkan

2 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghimia Indonesia, Jakarta.
2001. him. 19
* Moeljatno, Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985. him. 34



putusan terhadap suatu perkara pidana oleh karena itu kasus yang membutuhkan
ahli seperti kasus pembunuhan dan pemerkosaan dalam forensik serologis bahwa
ahli dapat menerangkan alat bukti dan petunjuk yang ada di TKP tersebut dapat

membuktikan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Kasus dalam perkara Nomor : 15/PID/2017/PT BTN mengenai kejahatan
pembunuhan dan pemerkosaan dalam putusan tersebut bahwa terdakwa bernama
Imam Hapriadi Als Iman Bin Mukti bersama dengan anak Rahmat Alim Als Amat
Bin Nayudin dan Rahmat Arifin Als Arif Bin Hartono terbukti bersalah
melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Eno

Parihah berusia 18 tahun 7 bulan.

Pada mulanya anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menghubungi korban
pada kamis tanggal 12 mei 2016 sekitar pukul 12. 30 setelah melakukan ujian
nasional, anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin sepakat bertemu dimess
wanita PT. Polyta Global Mandiri dan saat sekitar pukul 23.30 WIB sambil
memperhatikan sekitar yang anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung
masuk ke kamar korban dan setelah itu terdakwa duduk berhadapan dengan
korban sambil berbincang-bincang tak lama setelah itu anak Rahmat Alim Als
Amat Bin Nayudin kemudian terdakwa membuka baju dan retsletingnya celana
jeansnya dengan maksud meyetubuhi korban namun korban menolak
“dikarenakan takut hamil” karena mendengar ucapan tesebut anak Rahmat Alim
Als Amat Bin Nayudin merasa kecewa, marah, dan tersinggung sambil
mengenakan pakaiannya kembali langsung keluar dari kamar korban untuk

merokok.



Kemudian anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin bertemu dengan Rahmat
Arifin Als rif Bin Hartono setelah bertemu mereka berbincang saling berkenalan
kemudian menayakan korban yang dimaksud akhirnya mereka berdua pergi
menemui korban untuk membuktikanya. sesampainya kedua terdakwa dikamar
korban sesampainya dikamar korban sekitar pukul 01. 30 WIB kemudian mereka
masuk ke kamar korban Rahmat Arifin Als rif Bin Hartonopun mengenali korban,
Arifin Als rif Bin Hartono merasa sakit hati dan dendam karena setiap Kali
bertemu korban selalu mengatakan “jelek” kepada Rahmat Arifin Als rif Bin
Hartono sedangkan terdakwa merasa kecewa dan dendam dengan korban karena

sms dan telpon tidak ditanggapi korban.

Kemudian terdakwa langsung mengambil bantal disebelah korban dan menutup
wajah korban dan menyuruh Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin mengambil
pisau karena tidak ditemukan terdakwa pun mengambil cangkul yang dia temukan
disamping tempat sampah dekat mess wanita kemudian Rahmat Alim Als Amat
Bin Nayudin diperintahkan mencangkul korban tetapi terdakwa tidak mau
kemudian Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin mencangkul ke arah kepala
korban mengenai dagu sebelah kiri korban kemudian Rahmat Arifin Als rif Bin
Hartono melepaskan celana korban sambil membuka kaki korban dan kemudian
Rahmat Arifin Als rif Bin Hartono menyetubuhi korban selama 2 menit dalam
keadaan korban dibekap kemudian terdakwa mengambil garpu dari saku Kirinya
dan menyayat wajah korban dengan garpu 3x, kemudian datang Rahmat Alim Als
Amat Bin Nayudin yang merasa kecewa dan tersinggung dengan ucapan korban
menggigit korban pada bagian dada. Rahmat Arifin Als rif Bin Hartono

memasukan gagang cangkul kedalam alat vital korban dengan menggunakan kaki



kirinya dengan sekuat tenaga sampai terdakwa terciprat darah korban. Akibat
perbuatan terdakwa Rahmat Arifin Als rif Bin Hartono dan Rahmat Alim Als
Amat Bin Nayudin korban meninggal berdasarkan:

1. Surat Keterangan Kematian nomor : 472. 12/12. 55/IPJ/\VV/2016 yang
ditandatangani oleh dr. Evi Untoro, SpF dokter rumah sakit umum
Tangerang

2. Hasil pemeriksaan Visum et Rapertum nomor : P. 02/038/V/2016 tanggal

22 Mei 2016 dan Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016

Dalam putusannya bahwa majelis hakim tingkat pertama memutuskan dalam
putusanya No. 1769/Pid. B/2016/PNtng dengan menjatuhi mati kepada terdakwa®.
Penulis tertarik menganalisis kasus tersebut karena Peran Uji Laboratorium
Forensik serologi ditubuh korban Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan
tersebut karena kasus tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji

Laboratorium Forensik.

Hal ini membuat penulis mengetahui dan mendalami tentang peranan dari
laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan dan
pembunuhan dalam unsur serologis apakah hasil uji tersebut dapat dijadikan
petunjuk dan bukti yang efektif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan
pemerkosaan Oleh karena itu penulis ingin mengangkat tema ini dengan judul
skripsi :”Peran Uji Laboratorium Forensik atas Air Liur ditubuh korban Tindak
Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan (Studi atas Putusan Nomor

15/PID/2017/PT BTN)”.

# Putusan Nomor : 15/P1D/2017/PT BTN



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang

akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah fungsi uji labolatorium forensik air liur pada tubuh korban
tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan?

b. Apakah faktor penghambat dalam uji labolatorium forensik air liur pada

tubuh korban tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana baik
formil maupun materiil, khususnya yang berkaitan dengan teknik pembuktian
dalam perkara pidana dilihat dari ilmu hukum kriminalistik dan forensik yang
berhubungan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan
pembuktian pembunuhan dan pemerkosaan Pada penelitian ini, ruang lingkup
waktu penelitian dilakukan pada tahun 2018 dan ruang lingkup lokasi penelitian

adalah pada bagian Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui teknik penggunaan uji laboratorium forensik dalam
pembuktian tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.

b. Untuk mengetahui efektifitas dari hasil uji laboratorium forensik dalam

pembuktian tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.



2.

Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian setidak-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

a.

Kegunaan Teoritis

Bahwa dengan hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana
dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum dan forensik bagi praktisi
maupun pemerintah dalam membuat kebijakan dalam membuat aturan
terutama dalam penggunaan serta dalam teknik pembuktian secara forensik
serologis dalam mengungkap kasus pembunuhan dan pemerkosaan dan untuk

memperbarui.

Kegunaan Praktis

Bahwa dengan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan wacana
bagi para akademisi dan masyarakat dalam menelaah suatu permasalahan di
bidang kriminalistik dan memberikan wacana ataupun pengetahuan baru

tentang forensik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. oleh karena itu teori yang

akan dipakai adalah:

a.

Teori fungsi kriminalistik
Bahwa fungsi hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil dan

kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran atau peristiwa yang berlalu yang

>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Press Jakarta, 1993,
him.73.



diduga berkaitan dengan tindak pidana. Untuk mencari kebenaran ini perlu
pembuktian, namun membuktikan kebenaran secara mutlak sulit karena
peristiwa masa lalu tak bisa diulang oleh karena itu hukum acara pidana
memberi petunjuk pada hakim dalam menetapkan sesuatu cenderung pada
kebenaran. ®oleh karena itu dalam pembuktian forensik diperlukan juga
keterangan saksi ahli yang memang paham akan dibidang forensik untuk
menjelaskan tenatng hasil dari alat bukti forensik yang ditemukan dan diteliti

oleh penyidik.

b. Teori faktor penegakan hukum
Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan penjabaran nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah
yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai
dasar filosofis tersebut, perlu penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak
lebih konkret. ” Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi,
apabila ada ketidak serasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola prilaku.
Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai
yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang

siur dan pola prilaku tidak terarah yangganggu kedamaian pergaulan. ®

®Anang Priyanto, M.Hum, Hukum Acara Pidana, Yogyakarta, Ombak, 2012, him. 84.

"Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo
Persada, Jakarta, him. 5.

® Ibid., him. 7.
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Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya
terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor
tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya
terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Faktor hukumnya itu sendiri, di dalam tulisan ini akan dibatasi pada
undang-undang saja
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
c. [Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau
di terapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. °

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan

istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap
dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau
arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi:

a. Laboratorium forensik adalah lembaga yang berfungsi dan memiliki
wewenang menyelenggarakan fungsi penyidikan dan penyelidikan
kriminalistik serta membantu kegiatan pembuktian perkara pidana dengan
memakai teknologi dan ilmu bantu yang berhubungan dengan laboratorium
forensik.

b. Perkara Pembunuhan dasar hukumnya diatur dalam Pasal 338 s/d Pasal 346

KUHP, seperti dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan : “Barang siapa

® Ibid., him. 8.
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dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena

pembunuhan dengan pidana penjara paling lamalima belas tahun.”*°

c. Perkara Pemerkosaan dasar hukumnya diatur dalam Pasal 285 s/d Pasal 288
KUHP, seperti dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan : “Barang siapa
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan
istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”**

d. Pengertian forensik serologis adalah studi dan pemeriksaan cairan tubuh

seperti darah, air mani, air liur, keringat, dan kotoran di tempat kejadian

perkara (TKP). 12

E. Sistematika Penulisan

Siatematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan
mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan

penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalah dan ruang lingkup, tujuan dan
kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

yang ada dalam skripsi.

I1. TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan

dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan

19 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Rinekacipta, Jakarta, 2005, him.134.
1 1bid,him.115
12 Https://1d.Wikipedia.Org/Wiki/Serologi_Forensik Diakses Pada 17 Januari Pukul 10.45
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diselidiki. Bab ini berisikan pengertian forensik serologis, pembuktian dan

pengertian pembunuhan dan pemerkosaan.

I11. METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang
digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penetuan

narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini terdiri dari uraian tentang peran forensik serologis serta tahapan tes
forensik serologis dalam mengungkap tindak pidana dan kekuatan alat bukti yang

berasal dari ilmu bantu forensik.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran
yang mengarah kepada penyempurnaan penulis tentang analisis teknik
pembuktian forensik serologis dalam tindak pidana pembunuhan dan

pemerkosaan.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Visum At Repertum dan Kedokteran Kehakiman

Pengertian harafiah visum et repertum berasal dari kata “Visual” yaitu melihat
dan“Repertum” yaitu melaporkan. Berarti, “apa yang dilihat dan ditemukan”,
sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter ahli
forensik yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan
diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain,
kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.
Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat
dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang
tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan). Visum et repertum
merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuatberdasarkan
sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau
fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut

pengetahuan yang sebaik-baiknya. 3

Baik didalam kitab hukum acara pidana yang lama, yaitu RIB maupun Kitab
hukum acara pidana (KUHAP) tidak ada satu Pasal pun yang memuat perkataan

Visum At Repertum. Hanya didalam lembaran negara tahun 1973 No. 350 Pasal 1

350eparmono, Kedokteran Forensik Di Indonesia, Ghimia Indonesia, Jakarta, 2002, him. 98
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dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa Visum et repertum adalah suatu keterangan
tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat
pada benda yang diperiksanya yang mempuyai daya bukti dalam perkara-perkara

pidana.**

Didalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter,
untuk membantu peradilan;yaitu dalam bentuk: keterangan ahli; pendapat orang
ahli; ahli kedokteran kehakiman;dokter dan surat keterangan dari seorang ahli
yang memuat pendapat berdasarkan keahlianya dalam suatu hal atau sesuatu
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHAP:Pasal 187 butir c) bila
kita lihat perihal apa yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah menurut
KUHAP Pasal 184 Ayat 1; yaitu:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa
Pasal 186 kuhap keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang
pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh

penyidik atau penuntut umum yang dituangkan danlam bentuk laporan dan dibuat

dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.*

1. Hal-hal yang berkaitan dengan Visum At Repertum
Atas dasar pengertian Visum At Repertum seperti yang telah diuraikan, maka

didalam pelaksanaannya terdapat ketentuan yang dimaksud adalah:

% Abdul Mun’im Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Aksara, Jakarta, him.3
15 H
Ibid, him.3.
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a. Surat permintaan Visum At Repertum hanya boleh dibuat oleh pihak yang
diberi wewenang sesuai dengan KUHAP, dalam hal ini penyidik.

b. Visum At Repertum psikiatrik, dimana barang bukti atau objek yang
diperiksa adalah pelaku dari tindak pidana, dibuat bila hakim
memerlukanya yaitu untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana ia
sipelaku dapat diminta pertanggung jawabanya atas perbuatan yang
dilakukanya.

c. Ketentuan yang berlaku didalam memperlakukan barang bukti seperti
yang dimaksud dalam KUHAP harus dipenuhi:pemberian label yang
memuat identitas mayat, diberi lak dan cap kesatuan yang dilekatkan pada
ibu jari atau bagian lain dari badan mayat; bagi orang hidup maka ia harus
diantar penyidik atau polisi, yaitu antara lain untuk menjaga keaslian
barang bukti tersebut.

d. Visum At Repertum harus dibuat oleh doktor yang telah disumpah sesuai
ketentuan yang berlaku, agar memenuhi persyaratan secara yuridis. Hal
mana sesuai dengan lembaran negara tahun 1973 No. 350 Pasal 1 dan
Pasal 2; serta KUHAP Pasal 186 dan Pasal 187 butir c.

e. Visum At Repertum sebagaimana halnya surat-surat resmi yang dipakai
untuk perkara-perkara di pengadilan harus memenuhi ketentuan yang
berlaku, dalam hal ini : ordonansi materai 1921 Pasal 23 juncto Pasal 31
ayat 2 sub 27, dimana sebagai pengganti materai maka dalam Visum At

Repertum dicantumka kalimat “PRO JUSTITIA™®

%8 1bid, him.5.
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2. Pengertian Kedokteran Forensik

IImu kriminalistik berperan membantu penyidik dalam kasus penyelesaian kasus
tindak pidana yang membutuhkan ilmu bantu dalam menggungkapnya yang
dimana barang buktinya menggunakan ilmu bantu seperti ilmu bantu forensik
serologis, forensik toxsicology, Forensic Psychiatry dan Psychology yang dimana
ilmu bantu tersebut dapat memberikan petunjuk tentang barang bukti tindak

pidana.

IImu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau
kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah
yang dapat mendukung pengadilan dalam menetapkan keputusannya, misalnya:

a. llmu kedokteran forensik/kehakiman, vyaitu ilmu kedokteran yang
diaplikasikan untukm kepentingan peradilan. IImu ini mempelajari sebab
kematian, identifikasi, keadaan mayat postmortem, perlukaan, absortus, dan
pembunuhan anak, perzinahaan dan perkosaan, serta pemeriksaan noda darah.

b. Illmu kimia forensik, yaitu ilmu kimia yang di terapkan kepada kepentingan
peradilan. Ilmu ini mempelajari di antaranya narkotika, pemalsuan barang
yang berkaitan dengan zat kimia, noda-noda yang tertinggal dalam tindak
kejahatan, pelanggaran ketentuan obat keras, dan darah.'” Oleh karena itu
ilmu forensik digunakan untuk membuktikan suatu pembuktian secara ilmiah
dipersidangan agar dapat dijadikan barang bukti yang sesuai undang-undang.

c. Peranan ilmu kedokteran forensik. Penerapan ilmu kedokteran kehakiman

melalui ahlinya, vyaitu setelah ahli kedokteran kehakiman dengan

7 Firganefi, & Ahmad Irzal Fardiansyah, Hukum Dan Kriminalistik, Publisher, Bandar Lampung,
2008. him. 25
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mendasarkan pada ilmu kedokteran yang dimilikinya melakukan serangkaian
pemeriksaan sehingga dapat menangkap dan menerjemahkan bahasa saksi
diam untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam

hukum acara pidana, seperti polisi, jaksa, hakim, pembela, dan terdakwa. '8

B. Serologis Forensik

Forensik serologis berdasarkan atas penemuan studi empiris dan teori dalam
banyak disiplin biologi. Kebanyakan progres yang ada, melibatkan penggunaan
teknologi dan konsep dari imunologi dan kelompok darah serologi kepada
forensik serologi. Namun dalam beberapa waktu belakangan, biologi molekular
dan genetika populasi ikut berperan dalam membangun dan menopang dalam
memajukan perkembangan penggunaan teknologi DNA. Teknologi tersebut
digunakan dalam mengidentifikasi sampel yang sudah berumur, rusak, dan

terkontaminasi oleh lingkungan sekitarnya.

Seringkali, tempat kejadian kriminal belum teridentifikasi bahkan setelah berhari -
hari atapun bulanan setelah kegiatan kriminal tersebut dilakukan. Jasad yang
dikubur dilapangan atau sampel mani yang terdapat di vagina dari korban
pembunuhan dan pemerkosaan adalah salah satu contoh dari sampel yang telah
rusak oleh cahaya, panas dan perusakan oleh bakteri. °jadi dari kesimpulan diatas
bahwa forensik serologis adalah pemeriksaan pada cairan pada tubuh manusia
yang terdapat ditempat kejadian perkara seperti cairan keringat, air mani, air liur,

darah yang dapat memberikan petunjuk mengenai suatu tindak pidana.

' 1bid. him. 48.
¥ William G. Eckert, Opcit, him.233
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Pemeriksaan Visum At Repertum pada kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang
terjadi pada Eno Pariha dilakukan dengan menggunakan serologi forensik yang
dimana untuk pada kasus tersebut ditemukan banyak luka kekerasan dan
kekerasan seksual dalam hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa terdakwa
pembunuhan tersebut bersalah atas yang dilakukanya terhadap Eno Pariha yaitu
melakukan pembunuhan dan pemerkosaan oleh karena itu penyidik kepolisian
menggunakan bantuan dari laboratorium forensik untuk membuktikan

dipersidangan bahwa penyidikan mereka terbukti.

Dengan demikian tidaklah mungkin didalam Visum At Repertum atau penjelasan
di sidang peradilan, dokter dapat menentukan ada tidaknya perkosaan. Dokter
terbatas didalam menyatakan bahwa pada diri korban telah terjadi persetubuhan
yang disertai dengan kekerasan. Oleh karena itu persetubuhan atau kekerasan itu
menimbulkan bekas yang dapat ditemukan pada diri korban, dokter tidak dapat
menentukan secara pasti bahwa pada korban tidak terjadi persetubuhan atau

mengalami kekerasan.

1. Prosedur pemeriksaan serologis pembunuhan disertai pemerkosaan

Tanda pasti bahawa seorang wanita telah mengalami persetubuhan, adalah dengan
ditemukanya sel mani (spermatozoa), didalam liang senggama. terdapatnya air
mani yang dapat diketahui dalam pemeriksaan untuk menemukan zat-zat tertentu
seperti fosfatase asam, spermin dan zat lain yang berasal dari kelenjar prostat
dapat membantu khususnya apabila lelaki yang menyetubuhi korban steril, tidak

terdapat spermatozoa dalam ejakulatnya. 2°

% Abdul Mun’im Idris, Pedoman Praktis llmu Kedokteran Forensik, Jakarta: Sagung Setyo, 2009,
him. 36.
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Perlukaan sebagai akibat kekerasan yang terjadi pada saat berlangsungnya
persetubuhan, umumnya dalam bentuk memar akibat tekanan (lengan, tangan,
tungkai atau kaki), luka lecet akibat kuku si pelaku (yang khas berbentuk bulan
sabit) atau bekas-bekas gigitan (bite mark). sedangkan perlukaan dalam bentuk
luka robek lebih jarang ditemukan bekas gigitan menunjukan secara pasti siapa
yang menggigit korban ; hal ini karena bentuk dan susunan gigi khas untuk setiap
orang, sama halnya dengan sidik jari. Dengan merekam atau mencatak bekas
gigitan yang terdapat pada tubuh korban, akan sangat membantu didalam hal

menentukan siapa pelakunya (yang menggigit).

Didalam peraturan KAPOLRI NO 10 TAHUN 2009 tentang tata cara dan
persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara
dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik kepolisian

negara Republik Indonesia dijelaskan prosedurnya.

C. Teknik Pembuktian dalam Perkara Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang
sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui
fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian,
syaratsyarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim
untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian merupakan
peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan
pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan
alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari
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hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alatalat
bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan

bersalah.?*

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Terdapat bagian
yang juga tidak kalah pentingnya dalam Hukum Pembuktian yakni masalah
pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan
pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan.
Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu
pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah

Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan. %

Berikut merupakan beberapa langkah dalam memperoleh bukti dalam perkara
pidana :

1. llmu Forensik

Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk
sebuah sistem hukum yang terkait dengan tindak pidana. Forensik umumnya lebih
meliputi metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturanaturan
yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian. Ilmu Forensik merupakan ilmu
untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan
di tempat kejadian perkara. Forensik berasal dari bahasa Yunani ’Forensis’ yang
berarti debat atau perdebatan. Adapun ilmu-ilmu forensik antara lain; ilmu fisika

forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik,

2L Mohammad Taufik Makarao & Suharsil, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan
Praktek, Jakarta: Ghimia Indonesia, him 102-103.
22 Subekti, 2008, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, him 15.
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ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu

metalurgi forensik dan sebagainya. Ilmu forensik memiliki beberapa subdivisi

antara lain :

a.

Criminalistics

liImu forensik yang menganalisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan bukti-bukti biologis, bukti jejak, bukti cetakan (seperti sidik
jari, jejak sepatu, dan jejak ban mobil), controlled substances (zat-zat kimia
yang dilarang oleh pemerintah karena bisa menimbulkan potensi
penyalahgunaan atau ketagihan), ilmu balistik (pemeriksaan senjata api) dan
bukti-bukti lainnya yang ditemukan pada TKP. Biasanya, bukti-bukti tersebut
diproses didalam sebuah laboratorium (crimelab).

Forensic Antrophology

liImu forensik yang menerapkan ilmu antropologi fisik dan juga menerapkan
ilmu osteologi (yang merupakan ilmu anatomi dalam bidang kedokteran yang
mempelajari tentang struktur dan bentuk tulang khususnya anatomi tulang
manusia) dalam menganalisa dan melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti
yang ada (contoh penerapan dari ilmu forensik ini adalah misalnya
melakukan pengenalan terhadap tubuh mayat yang sudah membusuk,
terbakar, dimutilasi atau yang sudah tidak dapat dikenali).

Digital Forensic (Computer Forensic)

IiImu forensik yang melakukan pemeriksaan dan menganalisa bukti legal yang
ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital, misalnya seperti

flash disk, hard disk, CD-ROM, pesan email, gambar, atau bahkan sederetan
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paket atau informasi yang berpindah dalam suatu jaringan komputer dam
jaringan nirkabel lainnya.

Forensic Geology

lImu yang mempelajari bumi dan menghubungkannya dengan ilmu
kriminologi. Melalui analisis tanah, batuan, forensik geologist dapat
menentukan dimana kejahatan terjadi. Contoh kasus : beton dari sebuah
tempat yang diduga diledakkan kemudian mengalami kebakaran akan
memiliki ciri fisik yang berbeda dengan beton yang hanya terbakar saja tanpa
adanya ledakan. Ledakan sebuah bom, misalnya mungkin akan memiliki
perbedaan dengan ledakan dynamit. Secara “naluri” seorang forensik
geologist akan mengetahui dengan perbedaan bahwa batuan yang ditelitinya
mengalami sebuah proses diawali dengan hentakan dan pemanasan atau
hanya sekedar pemanasan.

Forensic Meteorology

IImu untuk merekonstruksi kembali kejadian cuaca yang terjadi pada suatu
lokasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengambil arsip catatan informasi
cuaca yang meliputi pengamatan suatu permukaan bumi, radar, satelit,
informasi sungai, dan lain sebagainya pada lokasi tersebut. Forensik
meteorologi paling sering digunakan untuk kasus-kasus pada perusahaan
asuransi  (mengklaim gedung yang rusak karena cuaca misalnya) atau
investigasi pembunuhan (contohnya apakah seseorang terbunuh oleh kilat

ataukah dibunuh).
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Forensic Odontology

lImu forensik untuk menentukan identitas individu melalui gigi yang telah
dikenal sejak era sebelum masehi. Kehandalan teknik identifikasi ini bukan
saja disebabkan karena ketepatannya yang tinggi sehingga nyaris menyamai
ketepatan teknik sidik jari, akan tetapi karena kenyataan bahwa gigi dan
tulang adalah material biologis yang paling tahan terhadap perubahan
lingkungan dan terlindung. Gigi merupakan sarana identifikasi yang dapat
dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan benar.

Forensic Pathology

IiImu forensik yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan
pemeriksaan pada mayat (otopsi). Ahli patologi secara khusus memusatkan
perhatian pada posisi jenazah korban, bekas-bekas luka yang tampak, dan
setiap bukti material yang terdapat di sekitar korban, atau segala sesuatu yang
mungkin bisa memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan sebab-sebab
kematian.

Forensic Psychiatry dan Psychology

IiImu forensik yang menyangkut keadaan mental tersangka atau para pihak
dalam perkara perdata. Ilmu forensik sangat dibutuhkan jika di dalam suatu
kasus kita menemukan orang yang pura-pura sakit, anti sosial, pemerkosa,
pembunuh, dan masalah yang menyangkut seksual lainnya seperti
homoseksual, waria, operasi ganti kelamin, pedofilia, dan maniak.

Forensic Toxicology

Merupakan penggunaan ilmu toksikologi dan ilmu-ilmu lainnya seperti

analisis kimia, ilmu farmasi dan kimia klinis untuk membantu penyelidikan
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terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang.
Fokus utama pada forensik toksikologi bukan pada hasil dari investigasi
toksikologi itusendiri, melainkan teknologi atau teknik-teknik yang
digunakan untuk mendapatkan dan memperkirakan hasil tersebut. %3
j.  Scientific Crime Investigation

Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam sistem
pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau
memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik,
Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).
Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana merupakan
alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung
(back-bone) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan
perkara atau pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa
pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan
saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama

(andalan).

Proses pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan ini
menggunakan uji laboratorium forensik Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara

dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian

2% Https://Anissusilaabadi.Wordpress.Com/Pengertian-Forensik-Dan-Kriminalistik/ Diakses Pada
20 Februari Pukul 14.38


https://anissusilaabadi.wordpress.com/pengertian-forensik-dan-kriminalistik/
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Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.**
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang Kkita menggunakan istilah straafbaarfeit untuk
menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci
mengenai straafbaarfeit tersebut. Dalam bahasa belanda straafbaarfeit terdapat
dua unsur pembentuk kata yaitu straafbaar dan feit. perkataan feit dalam bahasa
belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedang straafbaar berati dapat dihukum,
sehingga secara harafiah perkataan straafbaarfeit berati sebagian dari kenyataan

yang dapat dihukum.

Pengertian dari perkataan straafbaarfeit.
1. Simons
Dalam rumusanya straafbaarfeit adalah “tindakan melanggar yang telah
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dihukum. ”
2. Unsur-unsur tindak pidana
a. Unsur subjektif
1) Kesengajaan atau kelalaian
2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud
dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian,

penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

 Suardi Dan Achmad Anwari, Penyidik Tulisan Dan Tanda Tangan, Balai Pustaka, Jakarta,
2000, him. 43.
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4) Merencanakan terdahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan

menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana

menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif

1) Sifat melawan hukum

2) Kaualitas, dari pelaku misal seorang pegawai negeri sipil melakukan

kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.

3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab

dengan kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis tindak pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. pembagian tindak

pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut.

a.

134

Undang-undang tidak membuat perbedaan opzet dan culpa dalam
suatu pelanggaran.

Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.

Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.

Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun
para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran tersebut terjadi
sepengetahuan mereka.

Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya
pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.”

4. Tempat dan waktu tindak pidana

Menurut Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu

dilakukanya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang

pelaku telah melakukan perbuatanya secara materiil yang dianggap sebagai

locus delici adalah:

% Hartanti Evi, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, him.5.
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a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri
perbuatanya.

b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang tersebut
bekerja.

c. Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul.

d. Tempat dimana akibat konstitufif itu telah timbul.?®

E. Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut
“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena
bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima
belas tahun.”?’ Oleh karena itu pembunuhan merupakan kejahatan terhadap
kemanusiaan yang dimana dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang jadi
pengertian dari pembunuhan tersebut adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh
seseorang dan/ beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa
orang meninggal dunia.?® Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat
dikelompokan menjadi 3 jenis dalam KUHP sebagai berikut:

a. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja

b. Tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja

c. Tindak pidana terhadap tubuh 2°

26 i

Ibid. him. 6.
2" Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Jakarta, Sinargrafika, 2000,
him.21
%8 H. Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinargrafika, 2012, him.24
% Ismu Gunaidi W, Jonaedi Efendi, Yahman, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2,
Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, him.15
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a. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja
1) Tindak pidana pembunuhan biasa
Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana
pembunuhan dalam bentuk pokok (doodslag). Tindak pidana ini diatur
dalam Pasal 338 KUHAP. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur obyektif
yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur subjektif yaitu perbuatan
itu dilakukan dengan sengaja. Menghilangkan jiwa orang lain dalam
kejhatan ini tidak dirumuskan perbuatanya, akan tetapi akibat
perbuatanya, tidak perlu terjadi segera, akan tetapi dapat timbul

kemudian setelah dirumah sakit.

Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan
perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa, Dalam tindak
pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP syarat adanya perbuatan tersebut
mengandung pengertian bahwa, perbuatan itu menghilangkan nyawa
orang lain itu harus merupakan perbuatan yang positif dan aktif
walaupun sekecil apapun. pada umumnya, seorang pelaku akan
memungkiri mkasud menghilangkan jiwa orang lain itu dan mengaku
hanya membuat luka saja. Untuk dapat menentukan unsur sengaja atau
ada maksud atau niat dapat diliat dari cara melakukanya dan faktor-faktor
yang mempengaruhi perbuatan itu. diliat pula yang terpenting adalah
tujuan dari perbuatan itu, yang berkaitan erat dengan keadaan atau jiwa

dari pelaku, perbuatan itu dilakukan adanya suatu sikap atau
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kehendakyang memang dikehendaki untuk menghilangkan jiwa

seseorang.*®

b. Tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja
1) Karena kelalaiannya membuat mati orang lain
Jenis tindak pidana karena kelalaian diatur dalam Pasal 359 KUHP
rumusan Pasal ini dapat dirinci unsur-unsurnya yaitu :
a) Terdapat kealpaan atau kelalaian (culpa);
b) Mengakibatkan matinya orang lain, ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi dalam Pasal ini yaitu :
(1) Adanya perbuatan orang ;
(2) Adanya akibat matinya orang lain;
(3) Terdapat adaknya hubungan kausal antara perbuatan dengan

akibat matinya orang lain.

Matinya orang lain disini tidak dimaksudkan atau bukan kehendaknya, melainkan
kematian seseorang itu merupakan akibat dari kekurang-hatian atau kelalaianya
yang dinamakan delik culpa, Suatu contoh, seorang supir menjalankan mobil
terlalu kencang sehingga menabrak orang hingga mati ini dinamakan “karena
salahnya” atau “kurang hati-hatinya”, lalai, amat kurang perhatian. Apabila
perbuatan atau kehendak yang dilakukan itu dengan sengaja untuk mengakibatkan
kematian seseorang, maka perbuatan tersebut dikenakan Pasal 338 maupun Pasal
240 KUHP. Perbedaan antara bentuk akibat matinya orang lain itu terletak pada

“kesalahan”. Dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja Pasal 338 KUHP

% 1bid. him.17



30

terdapat unsur kesalahan yang dilakukan “dengan sengaja”, dalam tindak pidana
dalam Pasal 340 KUHP, terdapat unsur “sengaja yang direncanakan terlebih
dahulu”, sedangkan dalam Pasal 359 KUHP berupa “kesalahan” dan “kealpaan”.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap Pasal 359 ini sering dijumpai dalam
peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain. Akan
tetapi Pasal ini dapat pula diterapkan diluar kecelakaan lalu lintas. kelalaian ini
dapat dikenakan berdasar pada Pasal 359 KUHP ini sering dijumpai dalam

peristiwa pembunuhan. *

c. Tindak pidana kejahatan tubuh

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan
kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas
tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan
karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Atas dasar unsur kesalahanya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, ialah:

1) Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. kejahatan yang
dimaksudnya ini diberi kualifikasi sebagai penganiyaan (misbandeling),
dimuat dalam bab XX buku 11, Pasal 351 s/d 358.

2) Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 bab
XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain
luka. *?

Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen ben leven) adalah berupa

penyerangan terhadap nyawa orang lain. kepentingan hukum uang dilindungi dan

yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Kejahatan

%! 1bid, him 34
%2 Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Jakarta, Rajawalipers, 2010, him.7.



31

terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan menjadi atau dikelompokan atas 2
dasar, yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahanya dan (2) atas dasar objeknya

(nyawa).®

Atas dasar kesalahanya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:
1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus
misdrijven), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal
338 s/d 350.
2) Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (culpose misdrijven),

dimuat dalam bab XXI (khusus Pasal 359)

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka
kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan menjadi 3 macam, yakni:
1) Kejahatan terhadap orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal
339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345.
2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah
dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343.

3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu
(janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. *

F. Tindak Pidana Pemerkosaan

Hukum pidana materiil memberi pengaturan mengenai tiga hal pokok sebagai
berikut :

a. Perbuatan yang diancam dengan hukuman

b. Mengatur pertanggungjawab terhadap hukum pidana

c. Hukuman apa yang dapat diajtuhkan terhadap orang®

% 1bid, him. 34
* 1bid, him. 36
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Orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang undang.
Ketentuan hukum pidana materiil ini diatur dalam KUHP serta ketentuan
perundangundangan lainnya tentang tindak pidana khusus. Terhadap isi hukum
pidana materiil yang menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam
pidana serta pertanggungjawabannya hal ini mempunyai fungsi yang sangat
penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi
masyarakat. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang
dapat diancam pidana dalam suatu perundangundangan, memberi jaminan dan
perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang wenang aparat hukum yang

dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat.

Salah satu jenis perbuatan yang apabila dilakukan diancam dengan pidana atau
disebut juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana
pemerkosaan. Terkait dengan perbuatan pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana,
berikut ini uraian mengenai pengertian pemerkosaan serta pengaturan tindak
pidana pemerkosaan dalam KUHP. Kejahatan pemerkosaan dalam kosa kata
bahasa Indonesia berasal dari kata pemerkosaan yang berarti “menundukkan
dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan atau menggagahi” Berdasarkan
pengertian tersebut maka Pemerkosaan mempunyai makna yang luas yang tidak
hanya terjadi pada hubungan seksual (sexual intercouse) tetapi dapat terjadi dalam

bentuk lain seperti pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya.

% Abdul Wahab Dan M. Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas
Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001, him.41
% Ibid, him.42.
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Dari pengertian tersebut bahwa pemerkosaan adalah suatu perbuatan memaksakan
suatu kehendak seksual laki-laki terhadap perempuan yang ditujukan untuk
melampiaskan nafsu seksual. dalam hal ini pemerkosaan melanggar hukum secara
pidana dan norma baik norma kesusilaan dan norma kesopanan oleh karena itu

suatu keharusan dimana pemerkosaan diatur dalam hukum materiil yang berlaku.

2. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHAP
Mengenai tindak pidana pemerkosaan atau verkrachting, ketentuan yang mengatur
mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat dalam Pasal 285 KUHP.
Dirumuskan dalam Pasal tersebut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan
diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua
belas tahun.®
a. Perbuatannya : memaksa,
b. Caranya:

1) dengan kekerasan,

2) dengan ancaman kekerasan;

c. Bersetubuh dengan dia.

Penjelasan unsur unsur tindak pidana perkosaan diatas sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang
ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar
kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama

dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa

37 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 62.
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memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan
kehendak seseorang tersebut. Satochid Kartanegaramengemukakan bahwa :
“perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan
sedemikian rupa sechingga menimbulkan rasa takut pada orang lain” Memaksa
dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan.
Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan
hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang
wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua

pakaian yang dikenakan oleh wanitaadalah wanita itu sendiri.*®

b. Kekerasan (geweld) merupakan salah satu cara memaksa dalam Pasal 285
disamping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan ancaman
kekerasan. Undang undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya
dimaksud dengan “kekerasan”, hanya dalam Pasal 89 KUHP yang
merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan. Disebutkan: “Membuat
orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan
kekerasan.” Beberapa pakar memberikan pengertian Kkekerasan sebagai
berikut :

Menurut R. Soesilo kekerasan ialah “mempergunakan tenaga atau kekuatan
jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”. Sedangkan Satochid mengartikan
kekerasan adalah “setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan

badan yang tidak ringan atau agak berat”.

% 1bid, him.63.
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Secara lebih khusus, Adami Chazawi memberikan pengertian kekerasan
dalam Pasal 285 sebagai berikut : “Kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat
(sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya
disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan
badan dimana dapat mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya
secara fisik”.> Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah
wujud konkritnya dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak

terbatas.

Menurut Adami Chazawi, ancaman kekerasan diartikan yaitu:

“ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya
juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan
persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang
berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan
kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang

diinginkan pelaku”.

Kekerasan atau ancaman kekerasan pada Pasal 285 KUHP, ditujukan
terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak
dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan tubuhnya untuk
disetubuhi. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan terdapat
hubungan kausal, dan karena tidak berdaya inilah maka persetubuhan dapat

terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat

% 1bid. him.63.
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dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan

ancamankekerasan tersebut.*

c. Menurut M. H. Tirtamidjaja, “mengadakan hubungan kelamin” atau
“bersetubuh” berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan
perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu

telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.

3. Jenis-jenis Perkosaan

Berdasarkan motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan, kriminolog

Mulyani W. Kusuma membagi tindakan perkosaan menjadi beberapa jenis, yaitu:

b. Seductive rape. Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang
nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan
seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal,
misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya.
Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya
pemerkosaan.

c. Sadistic rape. Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini
pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan
karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan,
terutama pada organ genetalianya.

d. Anger rape. Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku.

Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan

“* Ibid. him. 65
' Leden Marpeung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005, him. 52.
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seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan
rasa marahnya.

e. Domination rape. Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada
korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia
hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat
membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu,
misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

f.  Exploitation rape. Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan
korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini
tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan
keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap
buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan
seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari

pekerjaannya. *

*2 Wahid, Abdul Dan Irfan, Muhammad. 2011. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, him.26



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, penelitian Hukum
merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala
hukum tertentu, dengan jalan menganalisannya. Disamping itu juga, diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul

didalam gejala yang bersangkutan.*?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian
yang didasarkan pada data yang dinyatakan responden baik secara lisan maupun
secara tertulis dan dilakukan berdasarkan kenyataan yg ada, yang diteliti dan
dipelajari secara utuh pendekatan kualitatif ini dipakai karena beberapa sebab
antara lain :

a. Metode kualitatif dapat menyesuaikan dengan mudah kenyataan yang ada

dilapangan.
b. Metode ini lebih peka dan baik menyesuaikan diri dengan banyaknya

penajaman pola-pola nilai yg terjadi dilapangan.

* Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
2004, him. 32.
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B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan
melakukan wawancara kepada narasumber dilakukan dengan mengunakan teknik
wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam permasalahan dan ruang lingkup

penulisan ini.*

2. Data sekunder
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekuder yaitu
data yang diperoleh dari studi kepustakaan literatur yang berhubungan dengan
kriminalistik pembunuhan dan pemerkosaan dengan cara membaca, mengutip,
menyalin dan menganalisis berbagai literature. Data sekunder dalam penelitian ini
terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:
a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempuyai otoritas

(autoritatif). bahan hukum tersebut terdiri dari :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor

73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP.
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

*'S. Nasution, 2001, Metode Research (Penelitian Hukum), Jakarta: Bina Aksara, him. 113.
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b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang

merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut terdiri dari :

1) Peraturan KAPOLRI NO 10 TAHUN 2009 tentang tata cara dan
persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian
perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium
forensik kepolisian negara Republik Indonesia

2) Putusan Nomor : 15/PID/2017/PT BTN

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, yakni buku-buku, jurnal, laporan penelitian mengenai disiplin ilmu

lainya yang mempuyai relevansi dengan objek yang akan diteliti.*

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan
oleh peneliti, dengan demikian maka, dalam penelitian ini penentuan narasumber
yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang
diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan metode depth Interview (wawancara
langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan
diwawancarai adalah:

Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara POLDA Lampung =2 Orang

Dosen Pengajar bagian Hukum pidana Fakultas Hukum UNILA = 1 Orang

Penyidik Reserse Kriminal Umum POLDA Lampung =10rang +
Jumlah =4 orang

*® Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinargrafika, 2012. him. 47
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a.

2.

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara
membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada.
Mencari  konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun
penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundangan dan karya ilmiah
para sarjana.

Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada
tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para

informan yang sudah ditentukan.

Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai

berikut:

a.

Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan
Tugas dan wewenang laboratorium forensik dalam kasus tindak pidana
pemalsuan surat. Selain metode kepustakaan, dalam penelitian ini penulis
juga menggunakan metode dokumenter yaitu dengan cara pengumpulan

bahan dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen pemerintah maupun non
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pemerintah, misalnya; putusan pengadilan, instruksi, aturan suatu instansi,
publikasi, arsip-arsip ilmiah dsb.
b. Kilasifikasi Data
Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang
telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
c. Sistematis Data
Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut

dapat dianalisa menurut susunan yang benar.
E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut
Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat
yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian
diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan penarikan
kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang
bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini mengenai fungsi laboratorium forensik dalam tidak

pidana pembunuhan dan pemerkosaan. *

*® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Press Jakarta, 1993.
him. 56.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis

dapat menarik kesimpulan bahwa :

1.

Fungsi uji labolatorium forensik air liur pada tubuh korban tindak pidana
pembunuhan dan pemerkosaan (Studi atas Putusan Nomor : 15/PID/2017/PT
BTN) dalam kaitannya dengan proses peradilan sebagai alat pembuktian di
pengadilan. Fungsinya sebagai tempat untuk menguatkan/memberi kepastian
keterangan (informasi), menentukan hubungan sebab-akibat (causalitas),
membuktikan benar tidaknya faktor-faktor atau fenomena-fenomena tertentu,
membuat hukum atau dalil dari suatu fenomena apabila sudah dibuktikan
kebenarannya, mempraktekkan sesuatu yang diketahui, mengembangkan
keterampilan, memberikan latihan, menggunakan metode ilmiah dalam
memecahkan problem dalam mengungkap tindak pidana (sebab-sebab
kematian). Peran laboratorium forensik air liur sebagai alat pembuktian di
pengadilan dalam menentukan sebab- sebab kematian seseorang dan dapat
mengungkap air liur yang tertinggal untuk diuji di labolatorium untuk barang

bukti, sehingga akan lebih mendukung dalam proses peradilan pidana.
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Faktor-Faktor penghambat dalam uji labolatorium forensik air liur pada tubuh
korban tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan (Studi atas Putusan
Nomor : 15/PID/2017/PT BTN) forensik dimana faktor hukum dan penegak
hukum yang masih kurang paham pentingnya ilmu kedokteran forensik yang
dimana penyidik kurang menguasai forensik air liur dalam penyidikan
sehingga memerlukan ahli yang kompeten, kemudian faktor sarana dan
prasarana yang masih kurang memadai yaitu dikarenakan kurangnya fasilitas
labolatorium forensik yang ada seperti mahalnya alat-alat untuk labolatorium
forensik, belum meratanya lab forensik disebagian POLDA membuat mereka
mengirim sample labolatorium ke tempat yang memiliki labolatorium
forensik yang dapat membuat lamanya proses penyidikan dan kurangnya
tenaga ahli untuk melakukan peneltian yang menyebabkan hambatan bagi

penyidik untuk melakukan penyidikan untuk memecahkan suatu kasus .

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Diharapkan pihak kepolisian khususnya Polda Lampung saling berkeja sama
dengan Rumah sakit bhayangkara sebagai penyidik untuk lebih memahami
dan menambah pengetahuan tentang ilmu kedokteran forensik agar dapat
mempermudah suatu proses penyidikan dan memecahkan suatu kasus secara
tuntas.

Sarana dan prasarana berupa lab forensik yang sudah ada pada setiap Polda
dan Rumah Sakit kurang lengkap dan kekurangan alat, kedepannya berharap

fasilitas penunjang forensik dikepolisian seluruh Indonesia ditingkatkan bisa
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agar memudahkan penyidik dalam proses penyidikan dan dikembangkanya
sumber daya manusianya yakni dokter forensik untuk mengatasi keterbatasan

dokter forensik yang ada.
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